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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  25  TAHUN 2009 
TENTANG 

PELAKSANAAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN 

PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang 
Tunjangan Pengamanan Persandian, perlu disusun pedoman 
yang mengatur tatacara pelaksanaan tunjangan pengamanan 
persandian di lingkungan Departemen Pertahanan dan 
Tentara Nasional Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 
Kep/09/M/IX/2001 tentang Tunjangan Kompensasi Kerja 
bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri 
Sipil yang ditugaskan di bidang persandian di lingkungan 
Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 
sudah tidak sesuai lagi, sehinga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Tunjangan 
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Pengamanan Persandian bagi Pegawai Negeri di lingkungan 
Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 3, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4169); 

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4439); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 21); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang 
Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
37); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan 
Pengamanan Persandian; 

8.  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  PER/01/M/VIII/2005   
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Pertahanan Nomor PER/01.a/M/VIII/2005; 

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan 
Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian; 

 10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai 
Tingkat Pengamanan Persandian; 

             MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG 
PELAKSANAAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN 
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan : 
1. Tunjangan Pengamanan Persandian adalah  tunjangan khusus yang 

diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara 
penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai 
pengelola pengamanan persandian di lingkungan Dephan dan TNI, sebagai 
bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di 
bidang penyelenggaraan pengamanan persandian. 

2. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan 
tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara 
terencana, terarah dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan 
persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan 
sistem persandian negara. 

3. Pembina Pengamanan Persandian adalah Kepala Lembaga Sandi Negara 
dan Eselon I di Lembaga sandi Negara.  
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4. Penanggung jawab Pengamanan Persandian adalah pejabat Eselon II dan 
III di lingkungan Dephan dan pejabat struktural TNI yang karena tugas dan 
fungsinya mengelola serta bertanggung jawab secara langsung di bidang 
persandian. 

5. Pelaksana Pengkajian dan Pengamanan Persandian adalah pejabat Eselon 
IV Dephan,  pejabat struktural TNI, pejabat Fungsional Sandiman dan 
fungsional lainnya, yang ditugaskan di unit kerja yang karena tugas dan 
fungsinya melaksanakan pengkajian atau pengamanan persandian.  

6. Petugas Kamar Sandi adalah Pegawai Negeri yang memiliki kualifikasi 
sandi dan bertugas di tempat kegiatan sandi. 

7. Pendukung persandian adalah Pegawai Negeri yang ditugaskan di unit 
kerja/unit teknis persandian yang karena tugas dan fungsinya bertanggung 
jawab dalam memfasilitasi pengelolaan persandian. 

8. Unit Teknis Persandian adalah satuan unit kerja yang dibentuk untuk 
melaksanakan tugas menyelenggarakan sistem persandian negara dalam 
rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara yang dikirim melalui 
sarana komunikasi, guna menunjang tugas instansi pemerintah. 

9. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. 
10. Departemen Pertahanan yang disingkat  dengan Dephan adalah pelaksana 

fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara. 
BAB II  

TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN 
Pasal 2 

(1) Pegawai Negeri di lingkungan Dephan dan TNI yang diangkat sebagai 
pengelola pengamanan persandian yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya meliputi bidang pengamanan persandian, diberikan tunjangan 
pengamanan persandian setiap bulan. 

(2) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bukan merupakan Tunjangan Jabatan Struktural maupun Tunjangan 
Jabatan Fungsional. 

Pasal 3 
Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
diberikan untuk masing-masing tingkat pengamanan persandian yang 
ditetapkan berdasarkan nilai dengan besarnya tunjangan pengamanan 
persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran lV Peraturan ini. 
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Pasal 4 
Tunjangan pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.  

Pasal 5 
Berdasarkan beban tanggung jawab dalam menjaga rahasia, Tunjangan 
Pengamanan Persandian diberikan kepada Pejabat Dephan dan TNI paling 
tinggi 1 (satu) tingkat di atas Kepala Unit Teknis Persandian. 

BAB III  
TATA CARA PENILAIAN TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN 

Bagian Kesatu 
Penetapan nilai 

Pasal 6 
(1) Penetapan nilai  bagi Pegawai Negeri di lingkungan Dephan dan TNI yang 

diangkat sebagai petugas pengelola pengamanan persandian untuk masing-
masing Tingkat Pengamanan Persandian ditetapkan berdasarkan nilai yang 
diperoleh dari hasil penjumlahan nilai masing-masing unsur, sebagai 
berikut : 
a. unsur Tanggung  Jawab Menjaga Rahasia, sebagaimana tercantum pada 

Lampiran I Peraturan ini; 
b. unsur Tingkat Kualifikasi Sandi, sebagaimana tercantum pada Lampiran 

II Peraturan ini; dan 
c. unsur Lamanya Bertugas di Persandian, sebagaimana tercantum pada 

Lampiran III Peraturan ini. 
(2)  Formulir Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sesuai dengan 

contoh sebagaimana tercantum pada Formulir II Peraturan ini. 
Bagian Kedua 
Pejabat Penilai 

Pasal 7 
(1) Penilaian Tingkat Pengamanan Persandian di lingkungan Dephan dan TNI 

dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja yang secara struktural bertanggung 
jawab di bidang persandian. 

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar 
penerbitan Keputusan Penetapan Tunjangan Pengamanan Persandian. 


